BERITA DAERAH
KOTA DEPOK

NOMOR 28 TAHUN 2012
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 40 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan
bantuan sosial dan untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan
pemberian bantuan sosial, perlu dilakukan penyempurnaan dan
penyesuaian Peraturan Walikota. Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3828);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ketiangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Négara Republik Indonesia Nomor 4286};
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiuin 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiin 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);




6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

10.

Peraturan Pemndang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedomaini Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;




11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2008 Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2008 Nomor 08) sebagaitniana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Peératuran Daeérah Kota Depok
Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 40
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban
Bantuan Sosial diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu} pasal baru,
yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A
(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau
keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1}
huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang diréncanakan dan yang tidak

dapat direncanakan sebelumnya.




(2)

(4)

Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau
keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan
besarannya pada saat penyusunan APBD.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan seébelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat
diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial
yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

)

Pasal 13

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja
tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja
bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial
pada PPKD.
Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja
bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. individu dan/atau keluarga;

b. masyarakat; dan

c. lembaga non pemerintahan;




(3)

Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam
kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam
program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis
belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial
barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang
yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada
OPD.

3. Diantara pasal 13 dan pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal baru
yaitu Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 13A

Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat
penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV
Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak
termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Lampiran IV Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (6) diubah dan ditambahkan 1 (satu)

ayat baru yaitu ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:




(1)

(2

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 15
Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan
Walikota Penjabaran APBD dan DPA PPKD, Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD
menginfomasikan anggaran Bantuan Sosial dalam bentuk
uang kepada OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4).
Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pimpinan OPD mengusulkan penetapan penérima
bantuan sosial dalam bentuk uang kepada Walikota.
Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan
Walikota tentang Penjabaran APBD dan DPA OPD,
Pimpinan OPD mengusulkan penetapan penerima bantuan
sosial dalam bentuk barang kepada Walikota.
Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran
bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan Keputusan Walikota berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota
tentang penjabaran APBD.
Walikota menetapkan daftar penerima dan bantuan sosial
dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran
APBD.
Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada
daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam
Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5), kecuali bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A.




(7) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A
didasarkan pada permintaan tertulis dari individu
dan/atau keluarga yang bersangkitan atau surat
keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat
persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh OPD

terkait.

5. Diantara pasal 17 dan pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal baru
yaitu Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial
kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran
berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mémuat
nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang

diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga

6. Ketentuan pasal 20 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat batru
yaitu ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20
(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian
bantuan sosial méliputi :
a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada
Walikota;




(@)

b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima
bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan
digunakan sesuai dengan usiilan; dan

d. bukti transfer/penyerahan wuang atas pemberian
bantuan Ssosial bérupa uang atau bukti serah terima
barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban Sébagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial
bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya.

7. Ketentuan pasal 22 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat bafu

yaitu ayat (3) dan (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

2)

3)

Pasal 22
Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan
keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran
berkenaan.
Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan
kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir
tahun anggaran berkeénaan dilaporkan sebagai pérsediaan
dalam neraca.
Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan
sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan
realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas
laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah.




Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Pemerintah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 9 Juli 2012
WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA’IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 9 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

Hj. ETY SURYAHATI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 28
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PEMERINTAH KOTA DEPOK ‘V

SEKRETARIAT DAERAH 43

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

N

KOTA DEPOK

03¢
oA NOTA DINAS

Kepada :  Yth. Walikota Depok
' Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok

Dari :  Kepala Bagian Hukum

Nomor : &38  /ND/VII/Huk/2012

Sifat Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Penyampaian rancangan Peraturan Walikota Depok

]

Bersama ini kami sampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 40 Tahun 2011 Tentang
» Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial, untuk
- mendapat penetapan. :

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan Keputusan tersebut
dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rancangan keputusan ini diajukan berdasarkan usulan dari Kepala
Bagian Pemerintahan Setda Kota Depok dengan Nota Dinas Nomor :
113.A - ND/VI/2012.

2. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan
Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Bantuan Sosial.

~ 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka
2, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial.

4. Materi pada rancangan keputusan ini telah dikoordinasikan dengan
Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Depok selaku pengusul.

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan
rancangan Keputusan Walikota dimaksud namun apabila tidak berkenan
mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM, —=

AFRIZAL, SH
NIP. 1967 01 26199403 1005
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